PUTUSAN
Nomor 1328/Pdt. G/2016/PA. Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memenksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang maijelis tetah menjatuhkan
putusan perkara cerai talak antara:

_ umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan SD, tempat kediaman di Kp. Ciponyo RT.05 RW. 04
Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalays,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada UUN HERIAWAN, SH.,
Advokat / Penasehat Hukum vyang berkantor di Perum Kotabaru
Kencana JI Bandung Raya Blck. 2A No. 134 Kota Tasikmalaya
bardasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 September 2818 yang telah
dicdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1487/Reg.K/2016/PA Tmk. tanggal
13 September 2018, sebagai Pemohon;

mealawan

I . 29 tahun,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD,
tempat kediaman di Kp. Cipenyo RT.05 RW. 04 Kelurahan Mangkubumi
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Kketerangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemochor dengan surat permohonannya tanggal 13 September

2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomaor
1228/Pdt.G2018/PA Tmk, tanggal 13 September 2018, dengan dalil-dalil
sebagai berikut;
1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19

Cesember 2006 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagaimana tertera pada buku
Kutipan Akta Nikah No. 7232 / 24 / XII / 2006 tanggal 15 Desember 2006
Bahwa setelah menikah antara Pernohon dengan Termchon bertempat
tinggal membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon |, dan telah
bergaul iayaknya suami istri serta telah dikarcniai 2 (dua) orang anak
bermama : 1. Muhamad Haikal Aljabar berusia 8 tabun, dan 2. Muhamad
Robijidni berusia 4 tahun

Babwa akan tetapi keadaan rumah tangga Permohon dengan Termohon
tersebut diatas, tidak berlangsung ferus, perkiraan sejak pertengahan 2016
rumah tangga Pemohon dengan Termohon mufai goyah dan berjalan tidak
harmaonis karena sering teradi perselisihan, dan mencapai puncaknya pada
bulan Juli 2016 yang mengakibatkan antara Pemchon dengan Termohon
telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai kurang lebih 1
bulan lamanya ;

Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut disebabkan
karena Termchon sebagai istri diduga berselingkubh dengan pria fain
bermama Abdul Latif yang berasal dari Kp. Bengkok Bungursari dan
termohon terlalu banyak menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan
Pemohan tidak dapat menerima keadaan tersebut ;

Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon telah berupaya
untuk bersabar dan meminta penasehatan pada orang tua sarta pihak lain
namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas
menyebabkan Pemchon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan
hidup berumah tangga dengan Termchon karena apabila dilanjutkan akan
menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan ,sehingga Pemohon
telah berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan teraknir
dari sermua pilihan yang ada

Bahwa bercasarkan hal-hal dan alasan-aiasan tersebut diatas Pemohan

memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan
untuk menerima, memeriksa darn mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

Primer

Mengabulkan Permohonan Pemohon
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2. Menetapkan memberi lzin kepada Pemohon_

untuk  mengucapkan lkrar tatak satu yang ke satu Rofl terbadap

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum :
Subslder

Apabila Pengadilan Agama kota Tasikmalaya ¢ Majelis Hakim
berpendapat laindalam peradilan yang baik,mohon putusan yang seadil-

adilnya,

Bahwa dalam perkara aque, Pemohon telah menguasakan kepada
kuasa hukum UUN HERIAWAN, SH., Advokat «¢an Penasehat Hukum vang
mengambil domisii di Perum Kotabaru Kencana JI. Bandung Raya Blok. 2A No.
134 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05
September 2016, dan tefah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya dengan Nomer 1497/Reg.K/2016/PA. Tmk. tanggal 13 September
2018,

Bahwa, Maijelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartv Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemchon diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon
tigak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 1328/Pdt G/20168/PA Tmk tangeal 23
September 2016 dan 11 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa ftidak datangnyz itu disebabkan suaty
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melaiui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon
tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon:

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohenan Kuasa Pemohon telah

mengaijukan alat-alat bukti berupa:
A, Surat

b. Fotokopi KTP atas nam I (T=rmohon)

Nomor : | 7ancoe 19092012 yang dikeluarkan

oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, 1alu oleh Ketua Majelis diben tanda P.1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 723/24/X11/2006 Tanggal 18
Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asfinya yang
temyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. m umur 58 tahun, agama lIslam, pekerjaan Buruh,

tempat kediaman di Kp. Ciponya RT.02 RW.08, Kelurahan Cigantang,

Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohen dan Termchon dan  memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
19 Desember 2006;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemochon dan Termohor dan
dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohen pada awainya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak Awal tahun 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termochon
terseblt pemah dilihat dan didengar langsung sebanyak 2 kaii;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemochon dan Termohon disebabkan
karena Termohon herselingkuh cengan {aki-laki lain;
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- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah sejak selama 1 bulan lamanya sampai dengan
sekarang dan sudah fidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersalu lagi sehingga lebih baik bercerai:

2. _umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat
kediaman di Kp. Riung Gunung RT.03 RW.04, Kelurahan Mangkubumi,

Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya

membenkan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Temmohon dan marnifiki
hubungan dengan Permohon sebagai saudara sepupu;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 19 Desember 2006

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohen dan Termonon
dan dikaruniai 2 orang anak;

~ Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohan
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisiban can
peftengkaran awal tahun 2016 vyang mengakibatkan antara
Pemohon dan Termohen sudab pisah rumah sejak selama 1 butan
lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Pemohon dan Termahon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 1 kali;

- Bahwa, saksi mengetahul penyebab perselisinan dan pertengkaran
Petmohen  dan  Termohon  disebabkan karena Termohon
berselingkuh dengan laki-laki iain;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil:

- Bshwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohan dan
Termohen karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

Halaman 5 dari 13 halaman, futusan Momar 1328/Pde.G/2016/PA TmE_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimputan yang

pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang
mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakirmn telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon tertanggal 05 September 2018, yang telah ferdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Normor
1497/Reg. K/2016/PA. Tmk. tanggat 13 September 2016, temyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor
6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim teiah puia
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemochon, dan
ternyata telah sgsual dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undarg Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek perberi bantuan hukun yang sah
sehingga Maijelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aguo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan puia tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
sesual kelentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinvatakan tidak hadir dan
permochonan tersebut harus dipenksa secara verstek:

Menimbang, bahwa cleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon {verstek):

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1574, jo. Pasal 65 Undang-undang Nemor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomaer 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
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Hukum Jslam, Majelis Hakim pada setiap Kali persidangan telah berusaha

semaksimal mungkin menasehati Pemohen untuk bersabar agar bisa membina
fumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh
karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termchon tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Majeiis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adafah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasai 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomar 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beratasan, oieh karena itu majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-daiii permohenannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-datil permohchantya,
Pemohon tefah mengajukan alat bukti surat P.1, P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, teiah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan asiinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon,
sehingga Sejalan dengan ketentuan PFasai 165 HIR bukt tersebut telah
memenuhi syarat formai dan materill, serta mempunyat kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat {volfedig en bindende bewijskrachf);

Menimbang, bahwa buktl P2 (Fotokopi Kutipan Akia Nikah) yang
merupakan akia ofentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohen
dan Termohion sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
185 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat {voliedig en
bindande bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan perengkaran antara Pemohon dan
Termchon;
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Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesual dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor § Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
1 Pemohen sudah dewasa dan sudah disumpat, sehingga memenuhi syarat
formai sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohan mengenai hubungan
Pemahen dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 2
kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena
itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materii! sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memitiki
kekuatan pembuklian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemchon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Istam. Saksi
2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemchon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakia yang pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak 1
kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan cleh Pemohon, cieh karena
itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karera Hu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Pemahaon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

l. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon
berternpat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah
pada tanggal 19 Desember 2006 di Kecamatan Mangkubumi Kota
Tasikmalaya;
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3. Babwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
dan dikaruniai 2 orang anak;

4. Babwa rumah tangga Pemohon dengan Termohaon sejak Awal tahun 2016
hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa persslisihan dan perengkaran antara Pemohon dan Termchon
disebabkan karena Termaohon berselingkuh dengan laki-taki iain;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon
dan Termohon sudah pisah rumah sejak sefama t bulan lamanya dan
selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
FPemohon dan Termohon sudah berusaha menasehatt Pemohon dan
Termghon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemechon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
FPemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

8. Babwa kedua saksi sudah tidak sanggup tagi untuk merukunkan Pemohon
dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termochon
dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun daiam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

I. Bahwa Pemobhon dan Termohon beragama Islam dan Termohon
berlempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmataya;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adatah pasangan suami isteri yang
sah;

3. Bahwa daiam rumah tangga Pemohan dan Termohon sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan periengkaran yang terus menerus;

4.  Bahwa sudah ada upaya yang maksimal unfuk merukunkan Pemohon dan
Termohaon, akan tetapi tidak berhasi;

5. Babwa, rumah tangga Pemohen dan Termohon telah pecah {marriage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onhee! baar
hweaspall);
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6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan

yang rmelawan hukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakfa hukum diatas majelis dapat
mengkonstituir sekagai berikut:

i, Bahwa Pemohon dan Temmoheon beragama Islam dan Termohon
bertempat tinggal i wifayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan {2), jo.
pasal 73 ayat (T} Undang-undang Nomor 7 Tahun 1988 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 82 ayat
{1} Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, perkara ini merupakan kempetensi reiatif Pengadiian Agama Kota
Tasikmaiaya;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adatah suami isteri yang sah dan
beium pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1874 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan funtutan daiam sengketa
perkawinan dalam perkara ini (persona sfandi in judicio), dan perkara ini
menjadi kompetensi absalut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
tglah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus:

4.  Bahwa sudah ada upaya yang maksima} untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohan dan Termohon sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (onhes/ haar hweespalf), sehingga tujuan
pemikahan untuk membina keluarga sakinah, mewadah. warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Pemohon dan Termehon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertaharkan iagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
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pada manfaatnya, padahal menclak mafsadat diutamakan daripada

mengharap maslahat, sesuai dengan Qeidah Figiyah;

G‘L‘dlh,ﬂ%uhfilhulﬁ)i

"Menoiak ketiisakan labih didahulukan dari pada mengambil kebaikan

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dafam rumah tangga, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 huruf {f} Peraturan Pemerintah Nemor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf {f)} Kompilasi Hukum Isfam, sehingga permohonan
Pemochon patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Pemchon tidak disebabkan suatu perbuatan

. yang melawan hukum (onrectifmatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)

HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek:

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termahon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri {pa'da dukhul), dan berdasarkan
catatan perubaban NTR dalam P2 antara Pemohon dan Temmohon beium
pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan
dijatunkan adalah falak yang kesaty, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118
Kompiiasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohenan
Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan taiak satu
rajl terhadap Termchon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya,

Menimbang bahwa tafak raji merupakan talak yang dijatuhkan oleh
seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan
biiama mana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembaii, terkecuali dengan akad nikah yang bary;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1988 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 208 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peraditan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmataya
diperintahkan untuk mengitimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan
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Termohon berempat knggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara & quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayal (1) Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomar 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemahon:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertmbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokaoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohgnan Pemohan dengan verstek

3. Memben izin kepada Pemohen urtuk menjatuhkan talak
satu  raji terhadap Termohaon
I  ocoon sidang Pengadian Agama Kota

Tasikmalaya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk
menginmian sehelai salinan penetapan 'krar Talak kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi Kota
Tasikmalaya untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu -

5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumiah
Rp. 381000 - {tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Okiober 2016 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 17 Muharam 1438 Hiiryah, oleh kami Toha Marup, S Ag., MA.
sebagai Ketua Majelis, Elis Marliani, 3.Ag., MH. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkah dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, cleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi cleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. M. Jam
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sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Perochon tanpa hadimya
Termohon,

Hakim Anggpta Ketua Majelis

Marliani, S.Ag., MH. ~ Toha Marup, S.Ag., MA.
Hakim Anggota

Lia Yuliasih, 8.Ag.

5 Panitera Pengganti

PaiA.

/

/ Drs. M. Jam

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran i Rp.  30.000,-

2. Proses ; Rp.  40.000.-

3. Panggilan : Rp. 300.000,-
i 4. Redaksi ] Rp. 5.000,-
5. materai : Rp. 6.000,-

Jumiah Rp. 381.000-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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